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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 18 TAHUN 2013 
 
TENTANG 
 
SISTEM AKUNTANSI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem Akuntansi 
Universitas Negeri Surabaya; 
   
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah; 
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 
Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
5/P Tahun 2013; 
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007    
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Badan Layanan Umum; 
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 
Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.05/2009 
tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Sebagai 
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI 
SURABAYA. 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA, adalah 
perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum. 
2. Sistem akuntansi UNESA adalah serangkaian prosedur manual maupun 
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan, dan aktivitas keuangan yang 
dilaksanakan oleh UNESA. 
 
Pasal 2 
 
Sistem akuntansi UNESA merupakan acuan pengelolaan keuangan pada 
UNESA. 
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Pasal 3 
 
(1) Sistem akuntansi UNESA terdiri atas: 
a. sistem akuntansi keuangan; 
b. sistem akuntansi biaya; dan 
c. sistem akuntansi aset tetap. 
(2) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, 
manajemen, dan transparansi. 
(3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
menghasilkan informasi biaya satuan per unit layanan, 
pertanggungjawaban kinerja, atau informasi lain untuk keperluan 
manajerial. 
(4) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap. 
(5) Sistem akuntansi UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 4 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Maret 2013 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD 
 
MOHAMMAD NUH 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Maret 2013 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 368 
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